SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 42 TAHUN 2020

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 25 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KADALUWARSA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 168 ayat (4)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan
Bupati Demak Nomor 35 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Demak;

.bahwa dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi

peraturan mengenai tata cara penghapusan piutang pajak
bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang sudah
kadaluwarsa, maka Peraturan Bupati Demak Nomor 25
Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak
Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Yang Sudah
Kadaluwarsa sudah tidak sesuai dengan dinamika peraturan
perundang-undangan sehingga perlu dicabut;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Demak
Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penghapusan
Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan
Perkotaan Yang Sudah Kadaluwarsa;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Negara / Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 4488);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak
Nomor 10);



Menetapkan

12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak
Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Demak Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak
Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Demak Nomor S5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran
Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);

14. Peraturan Bupati Demak Nomor 35 Tahun 2020 tentang Tata
Cara  Penghapusan  Piutang Pajak Daerah  dan
Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Demak
Tahun 2020 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
BUPATI DEMAK NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG TATA
CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH
KADALUWARSA.

Pasal 1

Peraturan Bupati Demak Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan
Perdesaan Dan Perkotaan Yang Sudah Kadaluwarsa (Berita
Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 25), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 2
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam
Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 4 Juni 2020
BUPATI DEMAK,

TTD
HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 5 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,
TTD
SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020 NOMOR 42

Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD
KENDARSIH IRTANI, SH MH
Pembina Tingkat I
NIP. 197007081995032003




